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ABSTRAK

Soraya Parahdina: Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum, di bawah
bimbingan I: Dr. H. A. Sukris Sarmadi, SH., MH dan
bimbingan II: Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA, pada
Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Reformulasi, Mediasi, Implikasi

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yang terdapat dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2016, yakni adanya kekaburan aturan pada Pasal 24 Ayat (2) terkait
waktu mediasi yang menyebabkan multitafsir diantara para hakim dibuktikan
dengan dasar pertimbangan pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm dan
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, hakim dalam dasar pertimbangan
memahami upaya mediasi wajib dilaksanakan sampai dengan 30 hari kalau tidak
maka diperintahkan mediasi ulang, adanya ketidaktegasan akibat hukum pada Pasal
3 Ayat (4) terhadap putusan yang mana hakim lalai tidak mengupayakan mediasi
kepada para pihak dibuktikan dengan Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rap dan
adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan mediasi di luar pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab problematik norma
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 agar dapat menemukan bentuk reformulasi
yang ideal dan untuk mengetahui implikasi hukum akibat formulasi PERMA
Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, hal ini sebagai upaya
untuk melakukan telaah secara komprehensif. Pada bagian-bagian tertentu akan
didukung dengan data empiris.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah persoalan yang ditemukan dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 muncul karena ketidakjelasan kata yang
dipergunakan mengakibatkan pasal tersebut dapat ditafsirkan secara luas dengan
berujung pada tidak dipatuhinya dasar cita-cita yang terkandung dalam konsiderans
perma mediasi dan belum adanya peraturan pelaksanaan untuk prosedur mediasi
diluar pengadilan yang sebenarnya sangat diperlukan. Ketiadaan aturan yang jelas
pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berimplikasi pada ketidakpastian terhadap
hukum, karena jaminan kepastian hukum akan muncul dengan syarat aturan
tersebut tidak lagi bermakna ganda/multitafsir dan kata yang digunakan dalam isi
pasal harus jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaanya. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut maka dalam konteks
kepastian, reformulasi norma mediasi memiliki peranan sangat penting.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

I. A
2. < B
3. < T
4. < Ts
5. ¢ J
6. - H
7. & Kh
8. D
9. Dz
10. , : R
11. ; : Z
12. .~ : S
13. » : Sy
14. » : Sh
15. .» : Dh
1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Th

Zh

— e s

£ z £

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
o a Fathah
— 1 Kasrah
- u Dhammah




Kata Sandang: Contoh: (Js)) al-rijal bukan ar-rijal, (¢%41) al-diwéan bukan
ad-diwan.

Syidah: Misalnya, kata (332 tidak ditulis adh-dhartirah melainkan al-
dharGrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
S ai adani
5" au adanu

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab
dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
6

o>

a dengan topi di atas

o) 1 dengan topi di atas

o | =

# u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu dialihaksarakan menjadi huruf/l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf

kamariah. Contoh: al-rijal bukan ar-rijjal, al-diwan bukan ad-diwan.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan
menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak
berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (:s.2)) tidak ditulis ad-

dhartirah melainkan al-dhartirah, demikian seterusnya.



5. Ta’marbiithah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbithah terdapat pada kata
yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat
contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbithah tersebut diikuti
oleh kata sifat (na %) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbithah tersebut
diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/

(lihat contoh 3).

No. Kata Arab Alih Aksara

<% | Thariqah

£y st | Al-Jami’ah al-Islamiyyah

>4 3325 | Wahda al-Wujad

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih
aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan
kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama
diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-

Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya
ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut
PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam

alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal
dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya
berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd

al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nar al-Din al-Raniri.
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7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi /), kata benda (ism), maupun huruf (harf)
ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab Alih Aksara
Sz 1 53 | dzahaba al-ustadzu
33 & | tsabata al-ajru
%,%4) 7 | al-harakah al-‘ashriyyah
48y 4y & 4431 | asyhadu an 14 ilaha illa Allah
el ells 3% | mawlana Malik al-Shalih
& 5% | yu’tsirukum Allah
@i sl | al-mazhdhir al-‘aqliyyah
¢Syl &2 | hub al-istithla’
o5 5 123230 5500 | al-mAddah al-mashn@’ah min al-hayawan
s& &b | tharf al-‘ayni
w2l | al-musdhamah, man salaka thariqan
&b Sl ¢ | man salaka tharigan
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